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PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA PANAS BUMI DAN HARGA PATOKAN PEMBELIAN
TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pengembangan dan

pemanfaatan panas bumi secara optimal dalam
penyediaan tenaga listrik, perlu menyempurnakan
pengaturan mengenai penugasan kepada PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero) untuk melakukan pembelian
tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi
dan harga patokan pembelian tenaga listrik yang berasal
dari pembangkit listrik tenaga panas bumi sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2011;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan
Usaha Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010, Pasal 39
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Mengingat

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, serta
Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan
Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi
Terbarukan, Batubara, dan Gas sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun
2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk
Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit
Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan
Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas
Bumi;

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas

Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4327);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4746);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5163);

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281);

7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8
Januari 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan
Pembangunan  Pembangkit Tenaga Listrik Yang
Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 48 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011;

8. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18
Oktober 2011;

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

(1)

(2)

(3)

MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK
MELAKUKAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI DAN
HARGA PATOKAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DARI
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI.

Pasal 1

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional,
pemanfaatan energi terbarukan, dan penggunaan energi ramah
lingkungan, Pemerintah menugaskan PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) untuk membeli tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga
panas bumi.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib membeli tenaga listrik
dari pembangkit tenaga listrik panas bumi dari badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta dan koperasi
guna memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat.

Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan pada pembangkit listrik tenaga panas bumi di dalam
wilayah kerja pertambangan panas bumi yang berasal dari:

a. pemegang izin usaha panas bumi setelah terbitnya Peraturan
Menteri ini;
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